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Abstrak 
Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam energi baru terbarukan dinilai mampu 
mensubstitusi penggunaan bahan bakar fosil. Akan tetapi, pemberdayaan energi terbarukan di Indonesia 
masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja hambatan implementasi 
kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia. Melalui kajian pustaka sistematis (SLR), penelitian ini 
mengungkap bahwa subsidi bahan bakar fosil membuat energi terbarukan menjadi tidak kompetitif. Target 
energi terbarukan juga dinilai hanya angan-angan karena keterbatasan ekonomi dan waktu. 

Kata Kunci: Energi Terbarukan, Kajian Literatur Sistemastis, Kebijakan Publik, Indonesia  

 
Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terkena dampak perubahan iklim. Sejak 
tahun 1981-2018, Indonesia menghadapi kenaikan suhu bumi di angka 0.03 derajat celcius setiap 
tahunnya (BMKG, 2020). Di Samping itu, Indonesia juga telah mengalami tren peningkatan 
permukaan air laut sekitar 08,-1,2 cm setiap tahun, padahal sekitar 65% penduduk Indonesia 
merupakan masyarakat yang menetap di wilayah pesisir (Kementerian ESDM, 2023). Perubahan 
iklim yang sedang dialami oleh Indonesia tersebut, telah memaksa pemerintah untuk mencari 
alternatif solusi yang konkret. Salah satu langkah konkret dan preventif yang telah dilakukan 
pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 2016. 

Perjanjian Paris bertujuan untuk memulihkan perubahan iklim global dengan cara 
berkomitmen untuk membatasi perubahan suhu rata-rata di bawah 2 derajat celcius di atas level 
pra-industri dan menekannya hingga 1,5 derajat celcius (UNFCCC, 2016). Tidak hanya itu, pada 
tahun yang sama pemerintah Indonesia juga meneken Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang 
Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan 
Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim) 
sebagai wujud nyata dalam menindaklanjuti dan mengadopsi kerangka Paris Agreement. Dengan 
adanya regulasi atas Perjanjian Paris tersebut, Indonesia akan memiliki dukungan dalam upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan pengakuan atas komitmen nasional yang 
telah dilakukan sebelumnya dalam menekan angka emisi di Indonesia. Salah satu komitmen 
nasional tersebut yaitu penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai alternatif sumber 
energi nasional. 

Pengembangan energi baru terbarukan memang telah digencarkan oleh pemerintah 
Indonesia. Bahkan, saat ini Indonesia berambisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 
358-446 juta ton CO2 pada tahun 2030. Ambisi tersebut dilakukan oleh Indonesia melalui 
pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta 
penerapan teknologi energi bersih. Dengan potensi EBT yang besar, tersebar, dan beragam, 
Indonesia memiliki dukungan terhadap ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran. 
Beberapa sumber EBT yang tersebar dengan potensi dan pemanfaatan yang ada di Indonesia 
diantaranya: 
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Tabel 1 
Potensi dan Pemanfaatan Sumber EBT di Indonesia 

(status Oktober 2023) 
No Sumber EBT Potensi (GW) Pemanfaatan (MW) 

1 Surya 3.294 573,8 

2 Hidro 95 6.784,2 

3 Bioenergi 57 3.195,4 

4 Angin 155 154 

5 Panas Bumi 23 2.417,7 

6 Laut 63 0 

7 Gasifikasi Batubara - 30 

 Total 3.687 13.155 

Sumber: Direktorat Aneka EBT (2024) 

Dengan ketersediaan berbagai sumber energi terbarukan di Indonesia, peluang dalam 
menggantikan batu bara sebagai sumber energi primer sejatinya bukan hal yang tidak mungkin. 
Tetapi, dengan potensi setiap sumber EBT yang ada, besaran pemanfaatannya masih belum 
optimal. Energi surya yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah NTT, Kalimantan 
Barat, dan Riau memiliki potensi paling besar dengan jumlah potensi sebesar 3.294 GW. Namun, 
pemanfaatannya masih berada di angka 573,8 MW saja atau sekitar 0,0174% dari total potensi 
yang dimiliki energi surya. Selain itu, energi angin dengan potensi terbesar kedua di Indonesia juga 
masih kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Sumber energi tersebut yang utamanya tersebar 
di NTT, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Papua masih memanfaatkan 
0,1% dari total potensi energi angin yang tersedia. Bahkan, pemanfaatan sumber energi laut belum 
sama sekali dilakukan. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh 
lautan dengan potensi sumber energi yang besar yang bisa didapatkan dari laut. 

Masih kurang maksimalnya pemanfaatan potensi sumber EBT di Indonesia akan berdampak 
pada ambisi untuk beralih pada sumber energi bersih. Terhambatnya transisi EBT tersebut salah 
satunya disebabkan oleh adanya paradok pada kebijakan energi dunia. Seperti yang termuat 
dalam Paris Agreement, bahwa perlu dilakukan pengurangan konsumsi energi global untuk dapat 
mencapai netralitas karbon (Bertoldi, 2022). Namun dalam kenyataannya, permintaan energi 
dunia pada tahun 2022 justru diperkirakan akan meningkat 2,2% menjadi 13.410 juta ton setara 
minyak (million tonnes of oil equivalent/mtoe) (Fajrian, 2021). Selain itu, negara-negara ASEAN 
termasuk Indonesia cenderung lambat dalam mendiversifikasi sumber EBT selain energi hidro 
(Overland et al., 2021). Bahkan, Indonesia belum memiliki kebijakan yang dibuat secara konkret 
dalam memayungi seluruh regulasi yang ada untuk memaksimalkan penggunaan EBT (REI, 2024). 

Dalam rangka meninjau sejauh mana pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan- 
kebijakan yang berkaitan dengan transisi energi baru terbarukan, metode systematic literature 
review (SLR) atau tinjauan literatur sistematis dapat digunakan dalam mencapai metode yang 
sistematis dan komprehensif untuk mengkaji berbagai literatur. Penggunaan metode SLR dalam 
mengkaji literatur sektor energi sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 
sebelumnya. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Solikah & Bramistia pada tahun 2024 
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dengan judul “Systematic Literature Review: Kajian Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi 
Baru dan Terbarukan Di Indonesia”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengkaji pemanfaatan 
sumber EBT di Indonesia dari berbagai literatur (Solikah & Bramastia, 2024). Penelitian lain juga 
pernah dilakukan oleh Adistia, dkk. yang mengkaji secara sistematis terkait potensi energi panas 
bumi, angin, dan biomassa di Indonesia untuk diubah menjadi energi listrik (Adistia et al., 2020). 
Selain itu, terdapat juga penelitian dengan tajuk “Assay of Renewable Energy Transition: A 
Systematic Literature Review” yang dilakukan oleh Utsav Bhattarai, dkk. pada tahun 2022. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji pengetahuan terkini terkait transisi EBT dengan 
memberikan penilaian pada faktor-faktor yang dapat menghambat atau mempercepat transisi 
energi. Bhattarai, dkk. (2022) menyimpulkan bahwa para peneliti sebelumnya memiliki 
kesepakatan yang sama terkait masa depan EBT pada sektor kelistrikan dan kunci akan 
kesuksesan transisi EBT yaitu pada pemenuhan kebutuhan dan instrumen kebijakan demand-pull 
(DP) dan technology-push (TP) (Bhattarai et al., 2022). 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu ditemukan relevansi dengan penelitian ini yaitu 
berupa pisau analisis menggunakan metode systematic literature review guna mengkaji secara 
terstruktur masalah yang ditentukan. Namun bedanya, penelitian kali ini akan berfokus pada 
pengkajian literatur terhadap pengembangan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan EBT di 
Indonesia yang didapatkan dari hasil penelitian yang terindeks Internasional dan memiliki 
pembahasan secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengungkap alasan mengapa 
pengembangan EBT di Indonesia berjalan lambat. Penelitian ini memiliki urgensi karena dalam 
melakukan transisi energi, diperlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat 
melahirkan teknologi yang unggul, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, dengan mengkaji 
penelitian-penelitian terdahulu terkait kebijakan EBT di Indonesia dengan menggunakan metode 
SLR, pengumpulan ilmu pengetahuan baru dapat dihimpun secara komprehensif dan sistematis. 
 
Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research dengan 
pendekatan Systematic Literature Review (SLR). SLR merupakan proses yang terstruktur untuk 
mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan 
memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian (Kitchenham & 
Charters, 2007). Pada penelitian SLR kali ini, tahapan-tahapan yang dilalui peneliti merujuk pada 
pendapat Kitchenham & Charters (2007) yang merangkum tahapannya ke dalam 3 (tiga) fase 
utama, yakni planning the review, conducting the review, dan reporting the review (Kitchenham & 
Charters, 2007). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi pustaka. Pencarian dan 
identifikasi dilakukan dengan bantuan aplikasi "Publish or Perish" pada database Scopus dengan 
kriteria tertentu, yaitu: 

1. Artikel, jurnal, atau prosiding bereputasi internasional yang diterbitkan dalam rentang 
tahun 2019-2024. 

2. Kata “kebijakan”, “EBT” dan “Indonesia” muncul pada judul/abstrak/kata kunci. 
Untuk memudahkan tahap seleksi, penilaian kualitas, dan ekstraksi data, peneliti 

menggunakan bantuan website Covidence. Meta data yang diolah pada website tersebut akan 
menghasilkan model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta 
Analysis). Pendekatan dengan model tersebut memungkinkan penelitian mendapatkan data 
berkualitas tinggi yang mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Adapun 
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pertanyaan penelitian (RQ) yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu “apa yang menyebabkan 
kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia berjalan lambat?”. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Antara Kegagalan Kebijakan Subsidi dengan Pengembangan EBT 

Pengembangan EBT di setiap negara tidak terlepas dari keterkaitan antara energi dan 
lingkungan. Kedua aspek tersebut yang kemudian akan menyelaraskan kebijakan dengan tujuan 
iklim negara masing-masing (Sumarno et al., 2022). Dalam merumuskan kebijakan energi baru 
terbarukan, sebuah negara harus paham bahwa strategi energi tradisional yang sangat 
mengandalkan bahan bakar fosil berbiaya murah sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan 
tuntutan dunia. Selain itu, perubahan iklim yang terjadi memiliki dampak yang besar pada 
kebijakan energi saat ini sehingga keterkaitan antara energi dan lingkungan juga perlu 
dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan energi, termasuk kebijakan subsisi bahan bakar 
fosil (Heffron et al., 2018). 

Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil merupakan salah satu masalah serius yang sedang 
dialami oleh Indonesia. Pada 2018 saja, konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia berada pada 
angka 74,2%. Angka tersebut naik secara signifikan dibandingkan dengan tahun 1990 dengan 
jumlah konsumsi bahan bakar fosil sebesar 53,4%. Meskipun Indonesia memiliki sumber energi 
baru terbarukan yang sangat melimpah, hal tersebut tidak dapat menurunkan secara signifikan 
angka ketergantungannya terhadap konsumsi bahan bakan fosil (Sumarno et al., 2022). Dengan 
masih memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar fosil inilah yang dikhawatirkan akan 
mengambat transisi energi bersih pada penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia. 

 Di Indonesia, penggunaan bahan bakar fosil yang disubsidi menjadi salah satu bentuk layanan 
publik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Tetapi, pemberian subsidi pada 
penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia dinilai memakan uang kas neagara dengan porsi yang 
besar. Padahal, dana-dana yang dipakai untuk mensubsidi dapat digunakan untuk 
mengembangkan sektor ekonomi dalam jangka panjang, pembangunan infrastukrtur, kesehatan, 
pendidikan, dan sosial. (Sumarno et al., 2022). Tujuan pemerintah Indonesia tetap melanjutkan 
kebijakan subsidi bahan bakar fosil ini tidak lain agar harga bahan bakar tetap terjaga dan 
terjangkau sehingga daya beli rumah tangga pun dapat meningkat. 

Penggunaan subsidi untuk bahan bakar fosil sebenarnya sudah secara bertahap dihapuskan 
oleh pemerintah Indonesia. Upaya-upaya telah dilakukan sejak tahun 2005 untuk bisa 
mengalihkan aliran dana subsidi bahan bakar fosil ke sektor lain dengan cara mereformasi 
kebijakan subsidi bahan bakar fosil itu sendiri (OECD, 2023). Pada hakikatnya, kebijakan subsidi 
dirancang untuk memberikan manfaat bagi industri dengan bahan bakar fosil serta memberikan 
akses mudah secara ekonomi maupun sosial bagi pengguna berbasis bahan bakar fosil. Tetapi, 
fakta di lapangan membuktikan bahwa 40% penerima subsidi merupakan masyarakat kalangan 
atas (Sumarno et al., 2022). Dengan terjadinya kesalahan sasaran dalam kebijakan subsidi bahan 
bakar fosil, menandakan bahwa kebijakan tersebut telah gagal dan masyarakat kelas bawah yang 
menjadi korban kegagalan penghapusan subsidi energi. 

Adanya kebijakan subsidi terhadap konsumsi bahan bakar fosil, justru akan menghambat 
pengembangan energi baru terbarukan (Bridle et al., 2019). Harga bahan bakar fosil yang sudah 
disubsidi akan membuat energi baru terbarukan tidak kompetitif dan pemanfaatannya akan 
terhambat. Oleh karena itu, hal yang kemudian menjadi paradok yaitu tujuan Indonesia yang ingin 
mempercepat pengembangan EBT, namun dukungan pada subsidi bahan bakar fosil lebih besar 
dibandingkan pada EBT. 
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Angan-Angan Target Energi Baru Terbarukan 
Target energi terbarukan Indonesia menjadi satu hal yang krusial karena menunjukkan betapa 

pentingnya energi terbarukan sebagai cara untuk mendapatkan listrik, menjaga pasokan, dan 
mengurangi dampak lingkungan. Dampak kebijakan akan lebih mudah diukur dengan kuantifikasi. 
Meskipun belum ideal, target energi terbarukan menawarkan jalan menuju kebijakan energi yang 
lebih konsisten dan dapat diterapkan (Maulidia et al., 2019). Kementerian ESDM 
mengimplementasikan model untuk mengalokasikan target energi terbarukan setelah 
berkonsultasi dengan para stakeholders terkait. Hasilnya, pemilihan jenis energi baru terbarukan 
bergantung pada potensi sumber daya atau cadangan yang dimiliki oleh masing-masing sumber 
daya. 

Dalam menentukan target untuk proyek energi terbarukan, tampaknya terjadi hambatan yang 
diabaikan dalam prosesnya. Para stakeholders harusnya dapat belajar dari pengalaman 
pembangunan energi terbarukan di masa lalu. Sebagian besar proyek energi terbarukan 
membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan dalam tahap eksplorasi. Seperti contohnya, 
pembangkit listrik tenaga panas bumi umumnya di Indonesia memerlukan waktu setidaknya 7 
tahun untuk mulai menghasilkan listrik (Maulidia et al., 2019; Sokołowski & Heffron, 2022). 

Terhambatnya kebijakan EBT berhubungan dengan dua masalah utama yang dihadapi proyek 
energi terbarukan, yakni waktu dan biaya. Pengembang proyek energi terbarukan harus 
mengelola risiko-risiko khusus selain risiko yang biasa terjadi pada proyek ketenagalistrikan. 
Dalam rancangan target energi terbarukan, jangka waktu jelas tidak diperhitungkan dengan baik. 
Butuh waktu tiga tahun mulai dari rancangan kebijakan hingga rencana tindakan komprehensif 
yang dirilis pada tahun 2017. Dalam merancang target energi terbarukan, sumber pendanaan dan 
mekanisme pelaksanaannya juga tururt tidak dipertimbangkan (Maulidia et al., 2019; Sumarno et 
al., 2022). 

Indonesia dalam targetnya yang ambisius untuk merevisi target energi terbarukan menjadi 
23% pada tahun 2025 telah teridentifikasi bahwa kendala berada kebijakan yang kurang pro 
terhadap energi terbarukan sehingga menyebabkan ketidak jelasan investor sektor swasta untuk 
memfasilitasi investasi dalam infrastruktur (Marquardt, 2014). Maulidia dkk. (Maulidia, Dargusch, 
Ashworth, & Ardiansyah, 2019) juga menganalisis kendala terkait Kebijakan Energi Terbarukan 
Indonesia terletak pada kepentingan politik yang diperkuat dengan urgensi ekonomi. Temuan lain 
juga memperlihatkan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) mampu berpengaruh positif 
terhadap kebijakan energi terbarukan dilihat dari potensi sumber daya alam jika negara Indonesia 
mampu mengadopsi regulasi yang tepat untuk memastikan dampak positif tersebut (Udemba & 
Philip, 2022). Dalam rangka mencapai transisi energi rendah karbon, diperlukan modal besar yang 
berasal dari berbagai sumber keuangan sehingga mampu berdampak positif pada keterjangkauan, 
proses yang adil, kesetaraan antar generasi, tata kelola yang baik, kesetaraan sosial, dan ketahanan 
sistem keuangan (Cambini et al., 2020; Hall et al., 2018; Maulidia et al., 2019; Suroso et al., 2022) 
 
Kesimpulan 

Kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia sejatinya sudah menjadi prioritas pemerintah. 
Namun, dalam implementasinya masih terhambat karena satu dan lain hal. Masih 
diberlakukannya subsidi terhadap bahan bakar fosil, menjadikan energi baru terbarukan tidak 
kompetitif dan tidak dilirik masyarakat. Selain itu, masalah utama yang dihadapi proyek energi 
terbarukan, yakni waktu dan biaya. Pembangunan proyek EBT membutuhkan waktu yang relatif 
lama jika belajar dari masa lalu. Bahkan, biaya pembangunan proyek EBT juga cukup besar dan 
memakan anggaran negara yang sejatinya bisa digunakan pada sektor lain. 
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